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Untuk Pihak PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin

1.

Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan
oleh PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin?

Apakah ada kuota untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan?

Apa saja jenis produk pembiayaan murabahah yang bisa difasilitasi?

Apa saja syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah?

Produk pembiayaan murabahah apa yang biasanya paling sering diajukan
oleh nasabah?

Apakah di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin terdapat
pembiayaan murabahah yang bermasalah?

Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut?
Faktor apa saja yang melatarbelakangi para nasabah terlambat untuk

melakukan pembayaran sehingga menjumpai permasalahan?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Bagian unit kerja apa di bank yang berwenang mengurusi penyelesaian
pembiayaan bermasalah?

Apa ada penggolongan bagian unit kerja terkait pembiayaan yang
bermasalah?

Apa saja keringanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk membantu
membayar cicilan ketika terjadi tunggakan?

Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk nasabah masuk kepada
pembiayaan macet?

Apa saja turunan dari permasalahan pembiayaan nasabah sebelum masuk
kepada pembiayaan macet?

Langkah apa saja yang dilakukan bank untuk mecegah nasabah mengalami
tunggakan?

Upaya apa yang dilakukan bank ketika nasabah sulit untuk ditemui atau
dihubungi?

Bagaimana proses pelunasan atau pembayaran hutang pembiayaan dari
nasabah kepada bank?

Apa PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin menerapkan parate
eksekusi dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah?

Bagaimana bentuk pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan?

Apa saja keperluan dokumen yang harus disiapkan oleh bank dalam
melakukan parate eksekusi atau pelelangan umum jaminan?

Apa saja bentuk lelang dari jaminan yang dimiliki oleh nasabah?

Lelang jaminan apa yang dianggap lebih menguntungkan pihak bank?



22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Bagaimana pihak bank menyikapi lelang internet yang sedang gencar
dipromosikan oleh KPKNL?

Apa pihak bank memerlukan persetujuan kembali kepada nasabah saat
hendak mendaftarkan pelelangan?

Bagaimana bentuk pemberitahuan dari bank agar nasabah mengetahui
jaminan pembiayaannya akan dilelang?

Bagaimana bentuk kelanjutan bank menyikapi pelunasan pembiayaan
nasabah dari hasil lelang?

Bagaimana pihak bank menyikap lelang jaminan yang tidak laku?

Sejauh ini apa peranan parate ekesekusi sudah dapat mencover pembiayaan
nasabah yang tertunggak?

Apa parate eksekusi dianggap efektif dalam melunasi pembiayaan nasabah
yang bermasalah?

Apa saja kelemahan dari parate eksekusi sebagai salah satu bentuk
penyelesaian pembiayaan bermasalah dari bank?

Apa saja kelebihan dari parate eksekusi sebagai salah satu bentuk

penyelesaian pembiayaan bermasalah dari bank?



GAMBARAN UMUM PT BANK BNI SYARIAH

1. Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah (Persero), Thk.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan
dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan
yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,
pada tanggal tanggal 29 April 2000, didirikan Unit Usaha Syariah (selanjutnya
disingkat UUS) BNI dengan 5 (lima) kantor cabang di Yogyakarta, Malang,
Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang
menjadi 28 (dua puluh delapan)kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor
cabang BNI konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 750 (tujuh
ratus lima puluh) outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam
pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan
terhadap aspek syariah. Dengan Pengawas Syariah (selanjutnya disingkat DPS)
yang saat ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah
melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status
UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut
terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI syariah sebagai

Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak

! Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan.



terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan
diterbitkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap
pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap
keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada tahun 2003
dilakukan penyusunan corporate plan UUS BNI yang di dalamnya termasuk
rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah
diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada
UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi
Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI Syariah
yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.

Pada tahun 2005 Proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan
kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun
2009, BNI membentuk Tim implemenntasi Pembentukan Bank Umum Syariah.
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010
telah memiliki 27 (dua puluh tujuh) kantor cabang dan 31 (tiga puluh satu) kantor
cabang pembantu.

Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi
informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang
BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI

Call dan juga internet banking.



Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI
Syariah dengan surat nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 8 Februari 2010 perihal izin
prinsip pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah
ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan UUS PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk. ke dalam PT BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta
Pendirian PT Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani,
sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta Pendirian
tersebut telah memperoleh pengesahaan melalui Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH.01.01, tanggal
25 Maret 2010. Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei
2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010
Tentang Pemberian 1zin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah
efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

2. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah (Persero), Thk. meliputi:

a. Visi: Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam

layanan dan kinerja

b. Misi:

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada
kelestarian lingkungan.
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan

syariah.

’Mail, “Analisis Pembiayaan Murabahah Konsumtif dan Murabahah Produktif Terhadap
Laba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), him. 46.



3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
3. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah
Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum
Syariah yaitu Alqurandan hadis, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata
nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan
dalam budaya kerja BNI Syariah yaitu Amanah dan Jamaah. Amanah adalah salah
satu sifat wajib Rasulullah saw. yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”.
Dalam budaya kerja BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai “Menjalankan
tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang
optimal”. Nilai Amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan BNI Syariah:
a. Profesional dalam menjalankan tugas.
b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
c. Jujur, adil, dan dapat dipercaya.
d. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.
e. Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan
segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan
dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah,
Jamaah didefinisikan sebagai “Bersinergi dalam menjalankan tugas dan

kewajiban”. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku utama:



f. Bekerja sama dalam kepemimpinan efektif secara rasional dan
sistematis.

g. Saling mengingatkan dengan santun.
4. Struktur Organisasi Perusahaan

Di Indonesia, setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi
yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang
penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan
mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaanya masing-masing.
Suatu organisasi yang jelas informasi sturukturnya biasanya digolongkan
organisasi formal, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya
jalinan hubungan kerja yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi
tersebut. Begitu pula dengan keorganisasian yang ada pada PT Bank BNI Syariah
kantor cabang Banjarmasin yang merupakan unit usaha syariah BNI pertama di
pulau Kalimantan. Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi setiap
terdapat beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya sekelompok orang.

b. Adanya sekolompok orang yang saling bekerja sama.

c. Adanya suatu tujuan tertentu.

d. Satu sama lain terkait secara formil.

e. Mempunyai atasan dan bawahan.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Bank BNI

Syariah kantor cabang Banjarmasin sebagai berikut®:

* Data PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.
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SYARAT PENGAJUAN LELANG KE KPKNL
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SURAT PENETAPAN NILAI LIMIT
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RISALAH LELANG HAK TANGGUNGAN

SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR R

TANGGAL . 03 Agustus 2018

PEJABAT LELANG  : il

PENJUAL - . PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN




Lembar Pertama

Pejabat Lelang, :

ttd

SALINAN 1

RISALAH LELANG t
Nomor

----- Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas
(03-:08-2018), dimulai pukul Sembilan (09.00) waktu server, atau pukul Sepuluh
(10.00) Waktu Indonesia Tengah (WITA) oleh saya: -

Pejabat Lelang Kelas | yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 09/KM.6/UP.11/2012 tanggal 20 Juli 2012, berkedudukan di Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dan berdasarkan
Surat Tugas dari Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor ST-465/WKN.12/KNL.03/2018
tanggal 13 Juli 2018 dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki
Risalah Lelang ini, dilaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT) bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Banjarmasin
2R Fjs. Pemirnpin,

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudar
PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin
berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor angga& °
yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
dan sesuai_dengan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :
# tam. Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan
urabahah Nomor : tanggal , Perjanjian
Kredit/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :m*
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat | ertama) yang diterbitkan oleh Kantor
ertanahan Kabupaten Banjar yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor : anggal
dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : tanggal :
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Kedua) yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjar yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor : (P tanggal G - an
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : (Gl tanggal
-----Dalam pelaksanaan lelang ini, Saudara:

J TS
R

Recovery & Remedial Head, bertindak dalam jabatannya untuk dan ata.; namz.:\"lf(,-'_’T.
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat enunjukan
Pejabat Penjual Nomor (R tanggal (M. melaksanakan pen;ug!an
secara lelang dengan perantaraan KPKNL Banjarmasin. T

-----Barang tidak bergerak dilelang apa adanya berupa:
tanah dan bangunan, sesuai SHM No.

Sebidan ' .
d. luas tanah @EIlP. setempat dikenal sebagai JI.

iy

Nilai Limit-------- 3 ( : v
----- Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui
Banjarmasin Post tanggal sebagai Pengumuman Lelang Ulang.

Surat Kabar Ha'rl:lfan

i

i

il



| Lembar Terakhir dari Risalah Lelang Nomof— tanggal
—.—Dalam pelaksanaan lelang ini

Penjual
td

!

Saksill <
ttd . % : ttd

P

E

tidak ada yang mengajukan penawaran.———

Pejabat Lelang
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MULTV/2000

Tentang
MURABAHAH

A m gt

Deowan Syari'ah Nacional setelah

Syar

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-

sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan,
hank Syg_r!'_a_h {_vg!-!u memiliki facilitac murahahah baom: yang
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba;

. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa

tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

- ’ . - . » e e ” i o i .‘ % st

053 o V) Jboldly 2 2SOl sy T il G T
o - - 2 - ’

ri.,- A e

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu...”.

. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

D L T TP A
...L.,SI ¢ e..J‘ a3l J’T} aea
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...."

. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

IRA R e g U
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

o 25
5% e R AT LM
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04 Murabahah 2

“Dan jika (orang berutang itu) daIam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia berkel;

5. Hadis Nabi SAW.:

=3

e X

A_J:«.»Igl.ami‘j,.u;qlwml gp)‘;).\aﬂmg\
orle ity g o)) ‘uol'j:_,}gll L.A :J6 PL’J 4y
(Ol ol vy

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
i 70 e B3 106 1Ly 0Ty e e o 2
el ot o) @B Y 2 S B iy e (ol

(e *

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
bl}-J’I}IY)\',(J»\:J.leM\;;;\;cLAI
LA‘P L}" J‘ \J» r,’- Uv_,- \J!‘ r-?%}fﬂ JP O)i{:—i.“_,

(2 o are oF gl A o))
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram " (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

o

VY e AT e . e
T1dUls INdUIL riwaydl jatind dil.

o o D
“Menunda-nunda @embayaran} yang dilakukan oleh orang
ipu adalah suatu kezali

9 Hadis Nahi riwayat Nasa'i, Abu Dawnd, Thu Mmah dan Ahmad-

b7 R

A e J’" -*"‘)" o]
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04 Murabahah 3

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi
kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat *Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

. - ° s® ',O" .r"‘ l’ 3 l‘ o
il;isc;;ngf)u;ug;gﬂfpm@v:m Iy Ji i
“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam

Jual beli, maka beliau menghalalkannya. "

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161;
lihat pula al-Kasani, Bada i as-Sana i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:
» -
ool W v
et f e

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. "

Memperhatikan ~ : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Sabtu, tanggal 26 Dzulhiiiah 1420 H./1 April 2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

wano talak dloanalind! Leonl ity
yaig i GisCpacan suauinasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Ranl, 1 A iual h h Lonada  nacahah
Sang sarang v

(pemesan) dengan }:arga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.

2]
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9.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1.

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan

pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat datangani kesepakatan awal

pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa

kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari

uang muka, maka

a. jika nasabai memutuskan uniuk membeii barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah waijib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1

2

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

danat dinegang.
pat dipegang

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1.

2.

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasahah meninal kemhali barang tersehut dengan kenntingan
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Dewan Syariah Nasional MUI
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3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pemhayaran dalam Murahahah:

ayaran m iurab

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam :  Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, , n
P~ i
Prof.KH. Ali Yafie
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FATWA DSN TENTANG AKAD JUAL BELI MURABAHAH

& L/;ﬁ
. o o
£ Cadd

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : JIl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.: (021)3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 111/DSN-MUVIX/2017
Tentang

AKAD JUAL BELI MURABAHAH
g P M oty

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUIT) setelah,

Menimbang : a. bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikan akad
jual beli murabahah;

b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli
murabahah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa
keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum
menetapkan fatwa tentang akad jual beli murabahah untuk lingkup
vang lebih luas sebagai fatwa induk;

. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI
memandang perlu menctapkan fatwa tentang Akad Jual Beli
Murabahah untuk dijadikan pedoman;

(<]

Mengingat : [. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Nisa’ (4): 29:
P 53 5% Yy iy Ky Kt ety gt b A
l‘<:‘. D ‘,:
== Por

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalun perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu... ",

b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:
2 e < R
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...”

c. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:
- 23l it it 20 Gl
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

/
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2. Hadis Nabi SAW.:
a. Hadis Nabi riwayat al-Baihagi dan Ibnu Majah:
dlog s o A Lo 0 02 B e b0 oy 030 e f 22
P G 6
Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”
b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
‘J:-‘ B ic.’ﬁ A Gem AN :J6 {..L.) JTy «le W J.p :53‘ R
t“” Y ol jadiy 8 hlsg oy
“Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin *Auf al-
Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah
bin ‘Amr bin *Aufr.a.

3 Jis ,"lj u\;; 3’,.’; 5’!- ’YS{; \;j'; : 3% %; ::”. Jil ;;:’ :,f\,’- aitd i
] s st 40 s B Y aebgt B
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

dan kaum muslimin tervikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. [jma’ mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujiahid, juz 2, hal. 161; lihat
pula al-Kasani, Bada'i as-Suna’i, juz 5 Hal. 220-222).

4. Qiyas (AAOIFI; Standar 8 tentang Murabahah, h. 224):

3525 01 ok 182le - 08 g e U B e 145
Aa A e Ay Jae wS il ga oY By S35 Epa Db
Y s gl S e B el 5 el Lo d St i
AN ETT SV R RPN EEUIPT NN F L B0 o

A ol eyt
Dalil kebolehan akad murabahah adalah sama dengan dalil yang
digunakan untuk kebolehan akad jual beli; di antaranva adalah

firman Allah SWT: “.Allah telah menghalalkan jual beli...”
Sebagian ulama mendasarkan juga pada firman Allah SWT: “Tidak

4
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dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah SWT..” ini karena
keuntungan (ribh) memiliki makna yang sama dengan “karunia”.
Sebagian ulama mendasarkan kebolehan murabahah juga pada giyas
terhadap jual beli tauliyah. Dalam suatu riwayat disebutkan “bahwa
Rasulullah SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan
harga at par (taulivah); ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unta
tersebut, Rasulullah mengatakan “tidak...saya akan bayar sesuai
dengan harga pokok pembelian (tsaman).” Jumhur ulama telah
sepakat akan kebolehan akad murabahah.

5. Kaidah fikih:

b e s 3 3T Aoyl st g Y
“Pada dasarnya, bentuk ilah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

A o K

“Sesunggunya waktu memiliki porsi harga.”

Memperhatikan : 1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/

©vIR2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Farwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan
Standar Akuntansi Syariah [Al (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung
(MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis
Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H /
19 September 2017:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad bai’ al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2. Penjual (al-Ba'i") adalah pihak yang melakukan penjualan barang
dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshivah thabi iyah-
bl 30a3lV/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan
dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan
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hukum (Syakhshiyah i’tibariah/syakhshiyah hukmiyah- %sasll
A e VW/AgaSall Luad i/ rechtsperson).

3. Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian
dalam akad jual beli. baik berupa orang (Syakhshiyvah thabi'iyah/
natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah
i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).

4. Wilayah ashliyyah (3e¥! LY 1) adalah kewenangan yang dimiliki
oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai
pemilik.

5. Wilayah niyabiyyah (A3l LY 4ll) adalah kewenangan yang dimiliki
oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai
wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

6. Mutsman/mabi’ (O<ial/esall) adalah barang yang dijual; mutsman/
mabi’ merupakan imbangan atas fsaman yang dipertukarkan.

7. Ra’s mal al-murabahah (a3 ) J i 5) adalah harga perolehan
dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian
(pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang
boleh ditambahkan.

8. Tsaman al-murabahah (3a) sl 4) adalah harga jual dalam akad
jual beli murabahah yang berupa ra’s mal al-murabahah ditambah
keuntungan yang disepakati.

9. Bai' al-murabahah al-"adiyyah (&3\adl a5 5all a) adalah akad jual
beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki
penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon
pembeli.

10. Bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’ (¢ >3 53 day ydl)
adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan
dari pihak calon pembeli.

11. Al-Tamwil bi al-murabahah (33 < Jis<dll-pembiayaan muraba-
hah) adalah murabahah yang pembayaran harganya tidak tunai.

12. Bai’ al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang
penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar
menawar.

13. Bai’ al-munagashah adalah jual beli dengan harga paling rendah
yang penentuan harga (zsaman) tersebut dilakukan melalui proses
tawar menawar.

14. Al-Bai’ al-hal (M=)l xdl) adalah jual beli yang pembayaran
harganya dilakukan secara tunai.
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15. Al-Bai’ bi al-tagsith (s &4l) adalah jual beli yang pembayaran
harganya dilakukan secara angsur/bertahap.

16. Bai' al-mugashshah (%=lidl ) adalah jual beli yang pembayaran
harganya dilakukan melalui perjumpaan utang.

17. Khiyanah/Tadlis adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait
penyampaian ra’s mal murabahah.

Kedua :  Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Murabahah

Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk hai’ al-
murabahah al-‘adiyyah maupun dalam bentuk bai’ al-murabahah li
al-amir bi al-syira’.

Ketiga :  Ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd

1. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas

serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis.

isyarat. dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara

elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

.3. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis.
dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga
perolehan (ra’s mal al-murabahah), keuntungan (al-ribh), dan
harga jual (1saman al-murabahah).

S

Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan
dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (a/-Musytari) harus cakap hukum
(ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

3. Penjual (a/-Ba'i) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk
melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashlivyah
maupun kewenangan vang bersifat niyabiyyah.

Kelima :  Ketentuan terkait Mutsman/Mabi’

1. Mutsman/mabi’ boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak
yang dimiliki penjual secara penuh (milk al-tam).

2. Mutsman/mab'i" harus berupa barang dan/atau hak yang boleh
dimanfaatkan menurut syariah (muragawwam) dan boleh
diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

)
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3. Mutsman/mabi” harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserah-
terimakan (qudrat al-taslim) pada saat akad jual beli murabahah
dilakukan.

4. Dalam hal mabi' berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan
sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNAS
VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam :  Ketentuan terkait Ra’s Mal al-Murabahah
1. Ra’s mal al-murabahah harus diketahui (ma Tum) oleh penjual dan
pembeli.
2. Penjual (al-ba'i’) dalam akad jual beli murabahah tidak boleh
melakukan tindakan khiyanah/tadlis terkait ra's mal al-murabahah.

Ketujuh :  Ketentuan terkait Tsaman

1. Harga dalam akad jual beli murabahah (tsaman al-murabahah)

harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan

melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.

Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan

secara tunai (bai’ al-hal), tangguh (bai" al-mu ajjal), bertahap/cicil

* (bai’ bi al-ragsith). dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara
perjumpaan utang (hai’  al-mugashshah) sesuai  dengan
kesepakatan.

o

Kedelapan :  Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan

Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (al-tamwil bi
al-murabahah). baik al-murabahah li al-amir bi al-syira® maupun al-
murabahah al-‘adiyah, berlaku ketentuan (dhawabith) dan batasan
(hudud) murabahah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUVIV/2000 tentang Murabahah.

Kesembilan :  Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib
terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M
DEWAN SYARIAH NASIONA

MAJELIS ULAMA INDON/
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FATWA DSN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonusian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
I'elp (021) 3450932 rax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 47/DSN-MUI/11/2005

Tentang

PENYELESALIAN FIULANG MUKABAHAH
BAGINASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR

. & LRI .
g o ) A ey

Dewan Syadi'al Nasional setelali,

Menimbang © a  bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada
Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya
dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah
disepakati antara LKS dengan nasabah;

b hahwa dalam hal nasahah tidak mampu memhayar, maka
diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam;
¢ bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut
menurut  Syari'ah Islam, DSN memandang perlu
. menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat ¢ 1. Firman Allah SWT: antara lain:
a.  Firman Allah QS. al-Bagarah [2]: 280:

s . s - r - . .
P P S g A
® - - ’ 8.5
"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan.
Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu
lebih bik bagimu, jika kamu mengetahui. "

b. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
of Yy ey o5 oSl sty g L @f v
oo - L) . = % )
...,.i;:__,-,n,-opaju.{ 0SS
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
kan (me bil) harta se dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan sukarela di antaramu... ",

c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:
= 1o (o2 -2 R T 2 2=
f‘?‘ olf— l);)\-la) YJ LS)AE]‘) );J‘ é& ‘)‘JL“) e
(¥ Uy oryaal;
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Dewan Syariah Nasional MUI

“

dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa....”

Hadis-hadis Nabi s.a.w.: antara lain:

Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan
shahihkan oleh Ibnu Hibban :

J-\o.»l i e B ey ;5)4;;“-1.:.‘@709

' ez s Sen, o Yo o e xR
o) ‘tf'j o C:,n \...15 W r.a.w_, :‘t", :\=»- ani

(()l.,:- o Arereap g dxrle ol Uiq’-"-'j‘
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh
dilakikan dengan kerelaan kedia helah pihak.

Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa
hadis ini shahih sanadnya :

A s 0y e B o S O s Lt s,
B GGG e sl ,..ﬁ.u & glb
JG o § O A e ey & )
o 3,) Tylnsdy 135 sy 4Ty e B o 1

(e y ﬂ).x;.llg‘._ful) Skl
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadbhir,
datanglah beberapa orang dari mereka seraya
mengatakan; “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau
telail wemes imaiihan uniuk weugusis Rauti seweiiara
kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum
Jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah
keringanan dan tagihlah lebih cepat ".

Hadits Nabi Riwayat Muslim:

e C)‘ S :__;; u,. s rL" A e C,- i

A A6 wH oye i Sy g G IS s
(F.L..A Bl})) 1\.:.’>i 9.’; :}_:

“Crang  yang meiepaskan sevrang  musitn - dari
kesulitannya  di  dunia, Allah akan melepaskan
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong
saudaranya”.
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d.  Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
Yool co. o oL e Lol g
BT B0 Gl ) gl 1y s 2k
Jl Y)\:— rj» Uarn \q r.gl‘a.)}« ‘}5 U)‘{““""J L0|J>

L gaf
“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali pordamaion yang mensharambon yang kala!
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

haram.”
3. Kaidah figh:
e O35 0% o Yy gyl chud A

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. "
Memperhatikan 1. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUVILY2002 tentang
Potongan Pelunasan Dalam Murabahah,
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22
Desember 2004.

3. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21
September 2004 perihal Permohonan Fatwa.

4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional
pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H./ 22
Februari 2005.

Menetapkan :  PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI
NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR
Pertama © Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah
disepakati, dengan ketentuan:

a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh

nacabab famoda atac,
Wau

molali? YWO e b nasae
V - I P 6 Hdigu puoa
yang disepakati;
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil
penjualan;
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS

Dewan Syariah Nasional MUI
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mengembalikan sisanya kepada nasabah;

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka
sisa utang tetap menjadi utang nasabah;

Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya,
maka LKS dapat membebaskannva:

Kedua * Ketentuan Penutup

1.

Ketua,

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah  dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 M 4 A
17 Februari 2005 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Syariah Nasional MUT
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonusian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
r'elp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUV/III/2002

Tentang

A By
Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a  bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

b. bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu
merespon  kebutuhan masyarakat tersebut dalam

Ueibagal piodukiaya;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip ~ syari'ah, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai
Jaminan atas utang.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:
ovels Do m o niey g e, EL L JTe
l-b),bdu}\.jlflj.hdr!}ﬁ.udbrzfub
“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu

udak memperoleh seorang juru tuils maka hendakiah
ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah
r.a., ia berkata:

RN PR T A A T Y A TR A

s e B ) ST ) G

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli

makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan

Nahi menoaadaikan cehnah hain hoci kenadanva ”

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'j, al-Daraquthni dan Ibnu
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

<y 28 0 ) il el 1 a0 B

530

Rl
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Memperhatikan

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya. "

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:
R TR P A B T
R A e I A A L R e

.w._f}-_'_,\.‘...‘aﬁ?'.i.:wj R T el ]

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

I[jma:
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-
Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

Kaidah Figih:

o g 3 WY

)

oy el o b

Pada dasamya segala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:
A 3 o i o i g g oy ey
(YW o t z dals Y ,’gn-\l)

Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’)
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan
utang) diperbolehkan

T ol R IO s - . 2 L) 3

Ol ol 4lo i ¥ by gLl ST ATl
(Y)Y e Y z ‘w}.:uc\;élq;nw)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai

secara penuh sepanjang tidak  mengakibatkan
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

= of Al < %u;n e

P

LDewan Syari'ah Nasional MU!



25 Rahn 3

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Mayoritas Ulama selain hab Hanbali berpendap
bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan
barang gadai sama sekali .

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002
dan hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002
MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG RAHN

Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
Jjaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Umum

1,

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin
(yang menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnva tetap meniadi milik Rahin.
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi
nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya
wicijadi Rewajiban Raliii, naiiai dapat dllakukai juga
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan Jjumlah pinjaman.
Penjualan Marhun

a. Apabila  jatuh tempo,  Murtahin  harus
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi
utangnya.

b.  Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui
lelang sesuai syariah.

c.  Hasil penjualan Marhun digunakan untuk mel
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan

kekuranzannya meniad! bovaithan Daki.

- 3
fehsanguanys minj el ewgiban Ra

Ketentuan Penutup

14

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arhitrace anri'ah setelah tidak tercanai knqnpaka!an

Dewan Syari'ah Nasional MUI
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Ketua,

melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-
mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sckretaris,

-

/ Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syari'ah Nasional MU

BN O
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariai : Masjid istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, jakarta Pusaf 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3340889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUVI/II12008

Tentang
RAHN TASJILY
g m\ gt

Dewan Svari’ah Nacinnal setelah

Menimbang P oa

Mengingat 5 il

bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah
pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang
dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang

toranhit mneih Ailbnon i dan Alavnaban alah nihal haeitanae
...... can oy Cigh pinan erutangy

. bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk

melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai
oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;

. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-

pi;na;y a_yaﬂa:l. Dewan s_ym;n:i Nas;uua: MUT ult:lnmndmn5
perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan
pedoman.

Firman Allah SWT.:

B, ata 2 & P

St g0 e By

=S e e e = S
B P -

- -
AR IS (Y L

e o e
< S e e S

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

1) Dari ‘Aisyahr.a., ia berkata:

o b T Ok 2 1L 4 B L b 05 U
. et e o pwas e
gt e o0 Layy o

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli
makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan

Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. ” (HR al-
Bukhari dan Muslim)

?)  Dari Ahu Hurairah Nahi < 2 w hersahda*

Dewan Syariah Nasional MUI
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5 B U8 4.5 (ol o 1 00 5l
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-
Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

5, @23 5 55 i B s o ..
- - L - - S R P

ETIPET I Sy | B AT LA . S T IPT Y I St X |

. - . L AR s 4 < N . oo v Al

i Ly L el B i b6

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki
dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang
digadaikan dapat diperah susunva dengan menanggung
biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan
memerah susu tersebut wajib menanggung biaya
perawatan dan pemeliharaan.” (HR Jama'ah, kecuali
Muslim dan al-Nasa'i)

R Tima’

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-
Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fiqih:

ARV AL

Kd = i G Ol O ey D 5 W

Pada dasarnya segala bentuk lat boleh dilakuk
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

5yl aJ,.. J,..a GG (v

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
g A B T i (r

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’
(Selama tidak Derteniangan dengan syari at. ”

Memperhatikan : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional MUI
pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN TASJILY

Dewan Syariah Nasional MUI
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Pertama

Kedua:

Ketentuan Umum

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang

tetani harnna Jjaminan tercehut (mzrhnn\ tetan herada dalam

penguasaan (pemanfaalan) Rdhin dan buku kepemilikannya
diserahkan kepada murtahin;

Ketentuan Khusus

Bahwa pinJaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

ulang dalam bentuk Rahin T Aann) diboleliRan u:nsan Retentuaii

sebagai berikut :

a.  Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada
murtahim,

b.  Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah
kepemiiikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan
kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi
wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun
dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang
atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

%)

Rokin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk

mengeksekusi barang tersebut apablla terjadi wanprestasi
atau tidak dapat melunasi utangnya;

d.  Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas
kewajaran sesuai kesepakatan;

e Muiahin dapai mengeudkan biaya pemelihaiaan dan
penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah
kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin;

f.  Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang

marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang
diherikan:

g Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut
didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya
berdasarkan akad [jarah.

h.  Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh

Raliii.
Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUV/II/2002
tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily
tetap berlaku.

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak,
dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah
Nasional atau melalui Pengadilan Agama

Dewan Syariah Nasional MUI
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2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Syariah Nasional MUI
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : J.. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10220 Telp.: (021)3904146 Fax. :(021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 92/DSN-MUI/1V/2014
Tentang
PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN
(AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)

° 3 B
e A sy
Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang * a. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait rahn dipandang belum
mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn;

b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait

. Ppengembangan usaha berbasis rakn;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang
disertai rahn (at-tamwil al-mautsug bi al-rahn) untuk dijadikan
pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.
a. QS. Al-Baqarah [2]: 283:

o 0

<o Ko3ha Ol G834 45 S & 15 by

“Dan apabila kamu dal perjal, dang kamu tidak
memperoleh seorang juru tulis maka hendakiah ada barang
langgungan yang dipegang ...",

b.  QS.al-Ma’idah [5]: 1:
- 238804 8t 5T i gy
“Hai orang yang beriman! Tunaikaniah akad-akad itu... "
c. QSallsra’ [17]:34:
oo Y3k O Sl Of ety 15835, ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu
akan dimintai pertanggung jawaban...”

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia j’
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Memperhatikan

2. Hadis Nabi s.a.w.:

1.

a.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a.,

ia berkata:

&y Gossla b Ul b log oy oo i Gy
K G B3 g5 o

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan

dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi

menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah

dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

At ey 4258 g (ol s 10 000 55 Y

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung
risikonya."”

Hadis Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i,
Nabi s.a.w. bersabda:

< £ , 21 o2 T4 (% %- Z o
15 akiy L3 3I G5 (ks 0818wy &8 sekn
AR Loty &85 el s ik B8

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki
dengan nggung biayanya dan bi g ternak yang
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung
biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah
susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan
pemeliharaan.”

ljma‘:
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Figh
al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

Kaidah Fikih:

R e s 3k Y, ioyl cduad g b

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain;
a. Pendapat Ibnu Qudamah:

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia



Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn) 3

G 3 g 3 jge e ell @26 pay o
MV o t ol dalds oY
“Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa

secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang)
diperbolehkan.”

b.  Pendapat al-Khathib al-Syarbini:
T gy 038 a5 il L5 Y iy 2D 8 et
[QARINZA W ey
“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara

penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya
(nilai) barang gadai tersebut.”

G sty a1 O ol o o il g gspd o
oA

“Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa
penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama

sekali.”
2. Ketentuan al-Ma‘ayir al-Syar‘iyah No: 39 (2-3-3):

gy ey S SUd 58 o bgn ey
oVl @ L gl 5605 . el (I il et

36 Syl adad §f salh o B
“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang
(akad al-rahn) terhadap akad yang bersifat amanat, antara iain
akad wakalah, akad wadi ‘ah, akad musyarakah, akad mudharabah,
dan obyek ijarah di tangan musta Jir; apabila rahn dimaksudkan
uniuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) keiika
Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi
Syarat-syarat, maka akad rahn diperbolehkan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:
a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUVIIV2002 ieniang

Rahn;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang
Rahn Tasjily;

¢. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang
Ganti Rugi (7a 'widh),

Déwan Syariah ﬁ&s:o?t& .;.;i _,‘ li Ulamam’ﬁ;ﬁ ia P YT i %



Pembiayaan yang Disertai Rahn (ar-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn) 4

4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/8-001202/2013 tentang
Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah
tertanggal 10 Oktober 2013;

o

Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim
Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08
Pebruari 2014;

6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasiona! - Majelis
Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan yang Discrtai Rakn (at-Tamwil al-
Mautsugq bi al-Rahn)
Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
25/DSN-MUVIII/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor:
26/DSN-MUV/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI
Nomor: 68/DSN-MUV/I11/2008 tentang Rahn Tasjily;

2. Akad Jual-beli (al-bai‘) adalah sebagaimana dalam fatwa
DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUVIV/2000 tentang Jual-Beli
Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUL/IV/2000
tentang Jual-Beli Istishna*;

3. Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;

4. Akad Jjarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:

09/DSN-MUV/IV/2000 tentang Pembiayaan ijarah;

Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI

Nomor: 08/DSN-MUI/TV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;

6. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
{Qiradh);

7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (7a ‘widh);

8. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban
untuk bertanggungjawab ierhadap haria pihak fain ketika haria
tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

w

]
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Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsug bi al-Rahn) 5

Kedua ¢ Ketentuan Hukum
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) boieh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan
dalam fatwa ini.

Ketiga ¢ Ketentuan terkait Barang Jaminan (Markun)

1. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik
benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat
diperjuai-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek
syariah atau surat berharga syarjah lainnya;

2. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya’ (bagian
dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka
musya’  yang digadaikan harus  sesuai dengan  porsi
kepemilikannya;

3. Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat ¢ Ketentuan terkait Utang (Marhun bik/Dain)

i. Utang boleh daiam bentuk uang dan/atau barang;

2. Utang harus bersifat mengikat (Jazim), yang tidak mungkin hapus
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor:
11/DSN-MUVIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)

3. Utang harus jelas jumiah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta
Jjangka waktunya;

4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu
pembayaran;

5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal
diperpanjang, I .embaga Keuangan Syariah holeh:

a. mengenakan fa'widh dan ta’zir dalam hal Rahin melanggar
perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;

b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu
pembayaran utang diperpanjang.

Kelima :  Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang
(al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli
(al-bai) yang tidak tunai, atan akad sewa-menyewa (jjarah) yang
pembayaran ujrahnya tidak tunai;

2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya
barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak
melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia- /Y"L—
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6

Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari

pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib,
musta jir) atau pihak ketiga.

dan

3. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat
dieksekusi apabila pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik,
mudharib, dan mustajir) melakukan perbuatan moral hazard,

yaitu:

a. Ta'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak

boleh/tidak semestinya dilakukan;

b. Tagshir (iafriih), yaitu  iidak melakokan sesuatu yang

boleh/semestinya dilakukan; atau

¢. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan
(yang tidak berientangan dengan syariah) yang disepakati

pihak-pihak yang berakad;

Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli
(al-bai’) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan

Maurtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;

-2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa-
menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka

pendapatan Murtahin hanya berasal dari wjrah;

3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman
uvang (akad gardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari
mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya
harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana wyjrah dalam akad

ijarah;

4. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka
pendapatan/penghasiian Murtahin (Syarik/ Shahibul Mai ) hanya
berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang

Amanah (Syarik-Pengelola/ Mudharib);,

Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rakn

1. Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau
menyelesaikan kewajibannya dan Muwriahin  mengembalikan

Marhun kepada Rahin;

2. Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak
menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,
maka Murtohin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang

kewajibannya;

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia-
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Kedelapan

Kesembiian

-DR. H.

3. Setelah dilakukan pembetimhuan/peringatan, dengan memper-
hatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin
boleh melakukarn hai-hal berikui:

a. Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur

dalam substansi  fatwa DSN-MUI Nomor:  25/DSN-
MUV/I11/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5 ); atau

- Meminta Rahin agar menyerahkan marhun wntuk mehinasi

utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan
harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku
pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman)
jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra’sul mal),
berlaku substansi  fatwa DSN-MUI Nomor:  25/DSN-
MUV/I11/2002 tentang Rakn (ketentuan ketiga angka 5).

: Tika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika teriadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,

Faiwa ini berlaku sejak tanggai ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

UlN Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-aniasan.ac.id Web: www.syariah. uin-anlasan.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 294 /Un.14/111.2/PP.00.9/106/2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (i) :

Nama : Mumpuni Gati Lintang

NIM . 1501141114

Program/Jurusan : S.1/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Judul . Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Eksekusi

Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank
BNI Syari'ah Kantor Cabang Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing I  : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
IT tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i} ybs;

4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

U l'N Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : B- 644  /Un.14/111.2/PP.00.9/03/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi
berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru
terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Mumpuni Gati Lintang

NIM ;1501141114

Program/Jurusan : S.1/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Terdahulu : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Eksekusi
Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)

Judul Baru : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Parate
Eksekusi pada Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing I : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
I guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

b Maret 2019

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);,
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip.



/\ KEMENTERIAN AGAMA

e UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

\'./ FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

U lN JI. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-  /Un.14/11.1/PP.00.9/11/2018 Banjarmasin, 06 November 2018
Lamp. : 1 Naskah Proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa
Kepada Yth
Mumpuni Gati Lintang / 1501141114
di
Banjarmasin

Assalamu‘alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 November 2018, maka dengan ini
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari
menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Mumpuni Gati Lintang / 1501141114
Jurusan : HES
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah melalui Eksekusi

Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)

Hari/Tanggal . Rabu, 07/11/2018

Waktu : 09.00 - 10.30 WITA

Tempat : Ruang Seminar [ Lantai Il Fakultas Syariah
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing | © Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum

Pembimbing Il - Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Notulen Faudinia Rahmah, S.TP, MM

Pembahas Utama I Hayatun Nafisah / 1601140110
Pembahas Utama ll, Ahmad Lutfi / 160114022

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.
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\| FAKULTAS SYARIAH

U IN JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
JI. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor:B-7275 /Un.14/11.1/PP.00.9/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN
Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama © Mumpuni Gati Lintang

NIM - 1501141114

Jurusan : HES

Judul : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah melalui Eksekusi Jaminan Hak

Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07/11/2018

Waktu : 14.00 - 15.30

Tempat : Ruang Seminar lantai 2 Fakultas Syariah
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguii | : Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum

Penguiji Il . Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Penguiji lll . Faudinia Rahmah, S.TP, MM

Pembahas Utama : Hayatun Nafisah / 1601140110
Pembahas Utama : Ahmad Lutfi / 1601140122

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banjarmasin, 13 November 2018

Kajur HES - .

H. Fuad'Luthfi, S.Ag., S.H., MH.
NIP. 19700820 199603 1,003

Tembusan: S VBLIK V2

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari

3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No. : 25



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail; fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor
Sifat
Hal

:B-24%4  /Un.14/111.2/TL.00/11/2018 23 November 2018
: Biasa
: Permohonan lzin Riset

Yth: Pimpinan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
JI. Jend. A. Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi
kepada :

Nama : MUMPUNI GATI LINTANG

Nim : 1501141114

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUA)

Alamat - JI. Cancer Il Komp. Bumi Cahaya Bintang No. 41 Rt. 45 Bjb

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi
selama 2 Bulan dari tanggal 26 November 2018 s/d 26 Januari 2019 dengan
judul:

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Eksekusi
Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin
kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang
Bapak/ |bu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

i Rahmat Hakim, M. HI
7904102006041019



N BNI

o Syariah
Banjarmasin, 08 Maret 2018
No : BIJS/1/352
Lamp : -
Kepada .

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
JI. A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Hal : Surat Izin Penelitian

Surat Saudara Nomor B-2424/Un.14/111.2/TL.00/11/2018

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

“Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan
Allah Subhanahu Wata’ala”.

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
dengan data-data tersebut sebagai berikut :

2. Mumpuni Gati Lintang ~ NIM :1501141114
Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di BNI Syariah Banjarmasin dengan judul
”Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Eksekusi Jaminan Hak
tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. BNI Syariah KC Banjarmasin)”. Dihimbau
kepada yang bersangkutan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan bank.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

PT.Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Banjarmasin, JI. Jend. A. Yani KM. 4 No. 385
Telepon : (0511) 3256946, 3259146 Faksimile : (0511) 3251346. www.bnisyariah.co.id



UIN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR | 2¢ TAHUN 2019

TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Bl o

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

: bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi

persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguiji ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja IAIN Antasari;

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;

Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikullum Nasional Program

Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;

7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang
Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Isiam Tanggal 4 Desember 2017

MEMUTUSKAN

oo

: Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari

dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:
1. Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.

2. Anggota : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
3. Anggota : Tuti Hasamah, SEI, MHI
sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :
Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: Ujian tersebut dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal - Sel/12/03/2019
Waktu : 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munagasyah |

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah

menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan
kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 Maret 2019
a.n. Dekan, y

Kajur HES,

H. Fuad Luthfi, SAG, SH, M
NIP. 19610605 189493 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Ul‘N JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Ji. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 537 /Un.14/111.1/PP.00.9/03/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM - 1501141114
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Sel/12/03/2019

Waktu : 08.30-10.30

Tempat : Ruang Munagasyah |
dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.

Anggota : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota . Tuti Hasamah, SEI, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 87,14 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Maret 2019

Kajur HES,

H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH.MH,
NIP. 19610605 199403 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No. :
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KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat
Nomor: 48 /Un.14/111.2/PP.00.9/08/2019
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Kelahiran Jakarta, 15 September 1991
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syatriah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER
Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII

Tahun Akademik : 2018/2019

JUMLAH NILAI

NO ASPEK KEGIATAN KEGIATAN | KUMULATIF

KETERANGAN

1. | Aspek Pokok :

a. Aspek keagamaan dan moral 6 15
Pancasila.

b. Aspek penalaran dan idealisme. 10 27

c. Aspek kepemimpinan dan 8 28

loyalitas terhadap almamater,
negara, bangsa dan agama.

Aspek Penunjang :
2. a. Aspek pemenuhan  bakat dan 8 32
minat.
b. Aspek pengabdian masyarakat. 3 18
JUMLAH 35 120
Banjarmasin, 04 Maret 2019
Dosen Pembimbing

<fm/"—

Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat

- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa

- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



10.
11.

12.

NoakownE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mumpuni Gati Lintang
Tempat dan Tanggal Lahlr Jakarta, 15 September 1991
Agama : Islam
Kebangsaan . Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Komp BCB, JI. Cancer I1l No. 41, Banjarbaru
Pendidikan
TK Islam Bukit Indah Tahun 1996-1998
SD Islam AL-Azhar BSD Tahun 1998-2003
SMP Islam Al-Azhar BSD Tahun 2003-2006
Sahid International Boarding School Tahun 2006-2007
SMAN 1 Pamulang Tahun 2007-2009
UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015-2019
Pengalaman Organisasi
OSIS SMP Tahun 2003-2004
MPK SMP Tahun 2004-2005
Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Tahun 2011-2012
Komunitas Transmania Transtv Tahun 2011-2012
Senyum Kita Community Tahun 2012-2013
Earth Hour (EH) Tahun 2013-2014
HMJ Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016-2017
. Entrepreneur Success Community (ESCO) Tahun 2017-2018
Orang Tua

Ayah : H. Masman Sugesti Sutarto

Pekerjaan : PNS Non Guru

Alamat . Sarua Permai, JI. Gelatik No, 17, Pamulang

Ibu . Hj. Ery Irianty, S.Sos, M.Si

Pekerjaan : PNS Non Guru

Alamat . Sarua Permai, JI. Gelatik No, 17, Pamulang
Saudara (jumlah saudara) Maktal Gita Adiluhung (dua saudara)
Suami/Isteri

~o oo T

S@ e a0 o

Nama Suami . Arie Nugraha Rahman, S.T.

Pekerjaan . Wiraswasta

Alamat : Komp. BCB, JI. Cancer 11l No. 41, Banjarbaru
Anak (jumlah anak) . Algio Khalifa Athalla (satu anak)

Banjarmasin, 18 Juli 2019
Penulis,

Mumpuni Gati Lintang



